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ABSTRAK

Oleh:
BOEZTANIL HUSAINI

Pegadaian Syariah merupakan lembaga keuangan formal yang bertugas
menyalurkan pembiayaan dalam bentuk pemberian pinjaman kepada masyarakat
yang membutuhkan berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang disebut rahn (gadai)
dalam figh muamalah. Untuk mendapatkan pinjaman atau pembiyaan tersebut
masyarakat harus menyerahkan benda-benda berharga yang dimilikinya kepada
pihak pegadaian sebagai jaminan atas utangnya. Dalam perjanjian rahn, barang
gadai yang digadaikan itu mengalami kerusakan atau penurunan harga barang,
maka pihak pegadaian akan mengganti sepenuhnya barang tersebut dengan syarat
kerusakan barang tersebut disebabkan oleh kelalaian pihak pegadaian.

Jaminan gadai dalam pelaksanaannya dilakukan oleh lembaga pegadaian.
Pegadaian adalah suatu lembaga keuangan bukan bank yang memberikan kredit
kepada masyarakat dengan corak khusus yang telah dikenal di Indonesia sejak
tahun 1901. Mengenai gadai ini diatur dalam pasal 1150 sampai dengan Pasal
1161 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan secara kelembagaan diatur
dalam Peraturan Pemerintah No. 103 Tahun 2000 Tentang Pegadaian.

Pertanyaan penelitian ini adalah Bagaimana mekanisme pertanggung
jawaban Pegadaian Syariah dalam menjaga barang gadai (rahn) dari kerusakan
dan kehilangan pada Pegadaian Syariah Kota Metro?. Adapun penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui mekanisme pertanggung jawaban pegadaian syariah
dalam menjaga barang gadai (rahn) dari kerusakan dan kehilangan (studi di
pegadaian syariah Kota Metro),

Jenis penelitian ini adalah field research, atau penelitian lapangan dan
bersifat deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data
primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, dan
dokumentasi. Setelah data-data terkumpul dan dianalisis dengan cara reduksi data,
penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa mekanisme
pertanggung jawaban Pegadaian Syariah dalam menjaga barang gadai (rahn) dari
kerusakan dan kehilangan pada Pegadaian Syariah Kota Metro adalah barang
gadai yang rusak atau hilang pihak Pegadaian Syariah Cabang Kota Metro
melakukan tanggung jawab penuh terhadap barang yang rusak atau hilang baik
disebabkan oleh kesalahan pihak pegadaian atau disebabkan oleh hal lain seperti
perampokan, kebakaran, atau bencana alam dengan cara memberikan ganti rugi
barang senilai dengan barang yang hilang atau rusak.
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Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati
Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-
amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. (QS. Al-Anfaal:
27)*

! Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: Al-Fatih, 2009), h. 256
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia dalam menjalani kehidupannya membutuhkan berbagai hal
untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam memenuhi kebutuhannya setiap
individu bisa mendapatkannya dengan melakukan jual beli, pinjam meminjam
ataupun dengan sistem barter. Untuk kegiatan jual beli dan pinjam meminjam
saat ini memang sangat sering dilakukan dan dimungkinkan terjadi dalam
memenuhi kebutuhan seseorang. Sedangkan untuk barter, sistem ini memang
mungkin terjadi tetapi saat ini jarang sekali dipergunakan.

Semua kegiatan yang dilakukan manusia dalam rangka memenuhi
kebutuhan, setiap manusia akan saling membutuhkan. Karena secara kodrati,
manusia diciptakan sebagai makhluk sosial, menjalin interaksi satu sama lain
dalam memenuhi kebutuhan hidup tidak akan bisa dihindari. Walaupun
manusia itu pada hakekatnya bebas, independen, tetapi sekaligus manusia juga
adalah sebagai makhluk yang ada dalam ikatan sosial.?

Kegiatan sehari-hari, uang akan selalu dibutuhkan untuk membeli atau
membayar berbagai keperluan. Dan yang menjadi masalah terkadang
kebutuhan yang ingin dibeli tidak dapat dicukupi dengan uang yang dimiliki.
Kalau sudah begitu, mau tidak mau kita dituntut lebih cerdas dalam

menentukan keperluan apa yang lebih menjadi prioritas dan menunda

2 Ade Maman Suherman, Aspek Hukum dalam Ekonomi Global, (Jakarta: Ghalia
Indonesia, 2004), h. 17



keperluan lain yang dianggap kurang penting. Namun jika ada keperluan yang
sangat penting atau mendadak terpaksa harus dipenuhi dengan berbagai cara
seperti meminjam dari berbagai sumber dana yang ada.

Usaha memenuhi kebutuhan sehari-hari setiap orang memiliki berbagai
cara sesuai dengan perkembangan kehidupan saat ini. Salah satunya dengan
gadai. Gadai merupakan salah satu bentuk penjaminan dalam perjanjian
pinjam meminjam. Dalam prakteknya penjaminan dalam bentuk gadai
merupakan cara pinjam meminjam yang dianggap paling praktis oleh
masyarakat. Praktik gadai dapat dilakukan oleh masyarakat umum karena
tidak memerlukan suatu tertib administrasi yang rumit dan tidak juga
diperlukan suatu analisa kredit yang mendalam seperti penjaminan lain seperti
pada Hak Tanggungan dan Jaminan Fidusia.

Rumusan yang berlaku sebagai batasan pinjam gadai sampai dengan
saat ini masih merujuk kepada bunyi pasal 1150 KUH Perdata yang berbunyi,

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang berpiutang (kreditur)
atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seseorang
yang berutang (debitur) atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas
utangnya, dan yang memberi wewenang kepada seorang berpiutang
(kreditur) untuk mengambil pelunasan piutangnya dari barang itu
secara didahulukan daripada kreditur-kreditur lain; dengan
pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut sebagai
pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau
penguasaan, dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan
barang itu setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana yang harus
didahulukan.?

Berdasarkan ketentuan di atas, jelaslah bahwa dalam gadai ada

kewajiban dari seseorang debitur untuk menyerahkan barang bergerak yang

® Kitab Undang-undang Hukum Perdata, (Penerbit Gama Press, 2010), h. 234



dimilikinya sebagai jaminan pelunasan utang, serta memberikan hak kepada
kreditur yang dalam hal ini adalah pihak pegadaian untuk melakukan
penjualan atau pelelangan atas barang tersebut apabila debitur tidak mampu
menebus kembali barang yang dimaksud dalam jangka waktu yang telah
ditentukan. Dengan kata lain, kewajiban debitur untuk menyerahkan harta
bergerak miliknya sebagai agunan kepada pihak pegadaian, disertai dengan
pemberian hak kepada pihak pegadaian untuk melakukan penjualan (lelang)
dalam kondisi yang ditentukan.”

Jaminan gadai dalam pelaksanaannya dilakukan oleh lembaga
pegadaian. Pegadaian adalah suatu lembaga keuangan bukan bank yang
memberikan kredit kepada masyarakat dengan corak khusus yang telah
dikenal di Indonesia sejak tahun 1901. Mengenai gadai ini diatur dalam pasal
1150 sampai dengan Pasal 1161 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan
secara kelembagaan diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 103 Tahun 2000
Tentang Pegadaian.

Lembaga pegadaian pada awalnya berbentuk suatu perusahaan umum
(perum) dan berada di bawah naungan Kantor Menteri Badan Usaha Milik
Negara (BUMN), tetapi sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 51
Tahun 2011 maka lembaga pegadaian mengalami perubahan bentuk badan
hukum menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) namun tetap di bawah

naungan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

* Abdul Rasyid Saliman, dkk, Hukum Bisnis untuk Perusahaan teori & Contoh Kasus,
(Jakarta: Kencana, 2005), h. 38-39



Adanya pegadaian ini, masyarakat merasa terbantu dalam usaha
memenuhi kebutuhannya. Manfaat utama yang diperoleh masyarakat
(nasabah) yang meminjam dari pegadaian adalah ketersediaan dana dengan
prosedur yang relatif lebih sederhana dan dalam waktu yang lebih cepat
terutama apabila dibandingkan dengan kredit perbankan. Disamping itu,
mengingat itu jasa yang ditawarkan oleh pegadaian tidak hanya jasa
pegadaian, nasabah juga memperolah manfaat sebagai berikut:

1. Penaksiran nilai suatu barang bergerak dari pihak atau institusi

yang telah berpengalaman dan dapat dipercaya.

2. Penitipan suatu barang bergerak pada tempat yang aman dan dapat
dipercaya nasabah yang akan berpergian, merasa kurang aman
menempatkan barang bergeraknya ditempat sendiri, atau tidak
mempunyai sarana penyimpanan suatu barang bergerak dapat
menitipkan suatu barang bergerak dapat menitipkan barangnya di
pegadaian.’

Namun di samping berbagai kemudahan yang diberikan oleh
pegadaian pasti tidak akan lepas dari masalah karena setiap hal mempunyai
sisi positif dan negatif. Semakin banyak masyarakat yang mempercayakan
barang-barang mereka kepada pegadaian, semakin besar pula tanggung jawab
yang harus dipikul oleh pihak pegadaian. Pihak pegadaian harus menanggung
resiko apabila terjadi hal-hal yang menyebabkan rusak atau hilangnya barang
yang menjadi jaminan dari para nasabah. Berbagai hal bisa terjadi baik karena

kelalaian atau overmarcht (keadaan memaksa) seperti bencana banjir, gempa

dan bencana alam lainnya.

® Veithzal Rivai, dkk, Bank and Financial Instituion Managemen, (Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2007), h. 1326



Hal ini merujuk pada Pasal 1157 KUH Perdata yang berbunyi,
Kreditur bertanggung jawab atas kerugian atau susutnya barang gadai itu,
sejauh hal itu terjadi akibat kelalaiannya. Di pihak lain debitur wajib
mengganti kepada kreditur itu biaya yang berguna dan perlu dikeluarkan oleh
kreditur itu untuk penyelamatan barang gadai itu.

Bentuk barang yang akan dijadikan sebagai jaminan tersebut adalah
barang-barang yang memenuhi syarat dan rukun gadai. Barang gadai tersebut
terdiri dari beberapa jenis. Pertama , benda tidak bergerak seperti rumah, tanah
(benda yang tidak dapat bergerak). Kedua, barang bergerak seperti emas,
sertifikat tanah, kendaraan, hewan ternak, barang elektronik, peralatan rumah
tangga (benda yang dapat bergerak).®

Barang jaminan tersebut dikuasai oleh pihak pegadaian dan disimpan
di dalam gudang. Permasalahan adalah barang jaminan tersebut dalam
penyimpanannya disamakan. Benda-benda seperti emas atau surat berharga
tidak terdapat permasalahan jika hanya disimpan dalam gudang atau tempat
penyimpanan khusus. Namun barang jaminan berupa kendaraan sepeda motor
dan mobil tentu berbeda. Barang jaminan seperti sepeda motor dan mobil
membutuhkan penjagaan sekaligus perawatan secara intensif baik bagian luar
maupun bagian dalam mesin kendaraan.

Namun pada prakteknya, pihak Pegadaian Syariah Kota Metro, hanya
melakukan penjagaan dengan memasukkan sepeda motor tersebut ke dalam

gudang penyimpanan dan akan dikeluarkan ketika hutang pemilik kendaraan

® Mardani, Figh Ekonomi Syariah: Figh Muamalah, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 230



telah melunasi hutang atau telah jatuh tempo pembayaran. Permasalahan yang
kadang terjadi adalah kemungkinan pada waktu pelunasan terhadap barang
jaminan berupa benda bergerak yang akan diambil oleh pemberi gadai
(nasabah) ternyata rusak ataupun hilang, misalnya disebabkan karena terbakar,
atau kelalaian petugas yang menyebabkan kerugian bagi nasabah yang
bersangkutan’

Adapun mengenai mekanisme pembiayaan di Pegadaian Syariah Kota
Metro, nasabah harus memiliki: 1) kendaraan yang akan digadaikan,
2) melampirkan (a) fotokopi KTP dan KK suami istri, (b) fotokopy surat
nikah, (c) asli BPKB kendaraan, 3) mengisi formulir, 4) penandatangan agad
pembiayaan, dan 5) pencairan pembiayaan.®

Berdasarkan latar belakang di atas, penyusun akan mengambil judul
“Mekanisme Pertanggugjawaban Pegadaian Syariah Dalam Menjaga Barang
Gadai (Rahn) Dari Kerusakan Dan Kehilangan™ (Studi di Pegadaian Syariah

Kota Metro).

B. Pertanyaan Penelitian
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pertanyaan
penelitian ini adalah “Bagaimana mekanisme pertanggung jawaban Pegadaian
Syariah dalam menjaga barang gadai (rahn) dari kerusakan dan kehilangan

pada Pegadaian Syariah Kota Metro?”.

" Bapak Andi Pratomo Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Kota Metro, Wawancara,
Pada tanggal 05 Desember 2016.
® Ibid



C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.
1. Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pertanggung
jawaban pegadaian syariah dalam menjaga barang gadai/rahn dari
kerusakan dan kehilangan pada Pegadaian Syariah Kota Metro.
2. Manfaat Penelitian
Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini ialah:

a. Bagi lingkungan pendidikan semoga penelitian ini dapat memperkaya
teori ilmu pengetahuan guna menambah wawasan mengenai
pegadaian syariah dalam menjaga barang gadai dari kerusakan dan
kehilangan.

b. Bagi peneliti penelitian ini menambah wawasan mengenai bagaimana
mekanisme pertanggung jawaban pegadaian syariah dalam menjaga

barang gadai (rahn) dari kerusakan dan kehilangan.

D. Metodologi Penelitian
1. Jenis dan Sifat Penelitian
a. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian Field Research atau
disebut dengan penelitian lapangan artinya “Penelitian yang secara

intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi



lingkungan sesuatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga dan
masyarakat”.”

Berdasarkan keterangan tersebut peneliti  mengadakan

penelitian lapangan, di Pegadaian Syariah Kota Metro.

b. Sifat Penelitian
Sifat penelitian yang dilaksanakan ini merupakan penelitian
yang bersifat deskriptif yaitu Penelitian yang dilakukan untuk
memberikan gambaran tentang suatu peristiwa yang terjadi.*
Berdasarkan keterangan tersebut bahwa penelitian ini
menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai
mekanisme pertanggungjawaban Pegadaian Syari’ah dalam Menjaga
barang gadai (Rahn) dari kerusakan dan kehilangan di Pegadaian

Syari’ah Kota Metro.

2. Sumber Data
Sumber data dalam penelitian ini menggunakan dua macam
sumber data yaitu:
a. Sumber Data Primer
Sumber data primer adalah sumber data yang langsung

memberikan data kepada pengumpul data.™ Jadi, sumber data primer

° Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, Edisi 1, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,
2008), h. 80

10 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,
2002), h. 23

1 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta,
2009), h.222



merupakan sumber data yang diperoleh langsung di lapangan atau
berdasarkan wawancara dengan narasumber terkait. Sumber data
primer pada penelitian ini terdiri dari Kepala Cabang Pegadaian
Syariah Kota Metro, Pembantu Administrasi Pelayanan, dan Bagian
Pengamanan Pegadaian Syariah Kota Metro.
Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung
memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain
atau lewat dokumen.*? Sumber data sekunder merupakan sumber yang
diperoleh dari sumber pendukung untuk melengkapi dan memperjelas
sumber primer, yang berupa perpustakaan yang berhubungan erat
dengan obyek penelitian. Data yang diperoleh dari permasalahan di
lapangan yang terdapat pada lokasi penelitian berupa bacaan, bahan
pustaka, dan laporan-laporan penelitian.

Pada penelitian ini, sumber data primer diperoleh dari beberapa
buku diantaranya: Andrean Sutedi, Hukum Gadai Syariah dan Andri
Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Heri Sudarsono,

Bank dan Lembaga Keuangan Syari’ah, dan lain-lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

a.

Interview (Wawancara)
Teknik interview yang digunakan dalam penelitian ini adalah

dalam rangka mengumpulkan data melalui wawancara atau tatap

2 1pid., h. 225
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muka langsung. Interview yang sering juga disebut dengan wawancara
atau kuesioner lisan adalah “suatu teknik pengumpulan data untuk
mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui
percakapan atau tanya jawab”.

Metode interview yang digunakan adalah metode interview
bebas terpimpin, artinya interview berjalan dengan bebas tetapi masih
dalam bingkai persoalan penelitian. Interview dilakukan dengan
Bapak Andi Pratomo selaku Kepala Cabang Pegadaian Syariah Kota
Metro, Bapak Agus Supriyanto selaku pembantu administrasi
pelayanan, dan Bapak Warsito selaku pengamanan di Pegadaian
Syariah Kota Metro.

Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah “mencari data mengenai hal-hal
atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar,
majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan lain sebagainya”.'*

Dokumentasi ini dilakukan dengan mengambil data tertulis,
visual maupun audiovisual guna memperoleh informasi yang
mendalam untuk menjawab pertanyaan penelitian misalnya sejarah

berdirinya pegadaian syariah Kota Metro, sarana prasarana, letak

geografis, denah lokasi, dan sebagainya.

3 Dja’an Satori dan Aan Komariah, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta,

2012), h. 130

4 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka

Cipta, 2006),

h. 135
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4. Analisis Data
Analisis data adalah adalah proses mencari dan menyusun secara
sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan,
dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori,
menjabarkan dalam unit-unit, melakukan sintesa menyusun kedalam pola,
memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat
kesimpulan sehingga mudah dipahami diri sendiri maupun orang lain.™
Data yang dianalisa peneliti menggunakan cara berfikir induktif.
Berfikir induktif merupakan cara berfikir yang berawal dari fakta-fakta
yang khusus, peristiwa-peristiwa yang konkret, kemudian dari fakta-fakta
atau peristiwa-peristiwva yang khusus konkret itu ditarik generalisasi-
generalisasi yang bersifat umum.®
Pada penelitian ini, data yang diperoleh kemudian dianalisis
dengan menggunakan cara berpikir induktif yang berangkat dari informasi
tentang Mekanisme Pertanggung Jawaban Pegadaian Syariah Kota Metro

dalam Menjaga Barang Gadai (Rahn) dari Kerusakan Dan Kehilangan. .

15 Sugiyono, Metode Penelitian, h.335
6 sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas
Psikologi Universitas Gajah Mada, 1984), h.42
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LANDASAN TEORI

A. Gadai (Rahn)
1. Pengertian Gadai (Rahn)

Perjanjian gadai disebut rahn. Istilah rahn secara bahasa berarti
“menahan”. Maksudnya adalah menahan sesuatu untuk dijadikan sebagai
jaminan utang."’

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas
suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seseorang
yang berutang atau oleh orang lain atas namanya dan yang
memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil
pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada
orang-orang yang berpiutang lainnya, dengan kekecualian biaya
untuk melelang barang tersebut dan biaya yang dikeluarkan untuk
menyelamatkan setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana
harus didahulukan.*®

Pendapat lain mengemukakan bahwa gadai atau rahn adalah
menahan suatu benda secara hak yang memungkinkan untuk dieksekusi,
maksudnya menjadikan sebuah benda/barang yang memiliki nilai harta
dalam pandangan syara’ sebagai jaminan atas hutang selama dari barang
tersebut hurang dapat diganti baik keseluruhan atau sebagian.®

Berdasarkan pengertian di atas dapat di jelaskan bahwa rahn atau

gadai adalah dapat menjadikan barang sebagai penguat kepercayaan atas

transaksi hutang piutang. Jika hutang sulit untuk dibayar oleh debitor,

" Burhanuddin S, Hukum Bisnis Syari’ah, Cet. 1, (Yogyakarta: Ul Press, 2011), h. 162

'8 Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K Lubis, Hukum Perjanjian dalam Islam, Cet ke-2
(Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h. 140

M. Yazid Afandi, Figih Muamalah, Cet. 1, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), h.
147
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maka barang tersebut dapat diambil oleh kreditor sebagai ganti, sebesar
uang yang dihutang. Dengan demikian pihak yang memberi hutang
memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian
piutangnya apabila peminjam tidak mampu membayar hutangnya sesuai

dengan yang disepakati.

2. Rukun dan Syarat Gadai/Rahn
Menjalankan pegadaian syari’ah pegadaian harus memenuhi
rukun gadai syari’ah/ rukun gadai tersebut antara lain:
a. Marhun (barang yang menggadaikan)
b. Marhun bih (hutang/tanggungan)
c. Agidain/Rahin wal Murtahin (orang yang bertransaksi)
d. Shighat ljab Qabul (Ucapan serah terima)®
Keempat rukun gadai di atas dapat dijelaskan satu persatu sebagai
berikut:
a. Marhun (barang yang menggadaikan)

Orang vyang telah dewasa, berakal, bisa dipercaya dan
memiliki barang yang digadaikan atau sesuatu benda sebagai jaminan
untuk mendapatkan pinjaman.?*

Keterangan di atas dapat diketahui bahwa keabsahan gadai

dapat tercapai, maka masing-masing pihak harus memenuhi syarat

2 Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syari’ah Deskripsi dan Ilustrasi, Edisi
2, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003, h. 160
2! Daeng Naja,Akad Bank Syariah, Cet. 1, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011), h. 55
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sebagai subjek hukum. Dalam dunia bisnis, pihak yang menerima
gadai biasanya berupa perusahaan pegadaian.
b. Marhun bih (Hutang/tanggungan)

Maksudnya adalah keberadaan marhun berfungsi sebagai
jaminan mendapatkan pinjaman/utang, dan setiap harta benda (al-
mal) yang sah diperjual belikan, berarti sah pula untuk dijadikan
sebagai jaminan hutang (marhun).?

Perjanjian gadai benda yang dijadikan objek jaminan
(marhun) tidak harus diserahkan secara langsung tetapi boleh melalui
bukti kepemilikan. Penyerahan secara langsung berlaku pada harta
yang dapat dipindahkan, sedangkan penyerahan melalui bukti
kepemilikan berlaku pada harta yang tidak bergerak.

c. Agidain/Rahin wal Murtahin (orang yang bertransaksi)

Pihak-pihak yang melakukan perjanjian rahn, yakni rahin dan
murtahin harus mengikuti syarat-syarat berikut kemampuan, yaitu
berakal sehat. Kemampuan juga berarti kelayakan seseorang untuk
melakukan transaksi pemilikan. Murtahin (penerima barang)
mempunyai hak untuk menahan Marhun (barang) sampai semua
utang Rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi. Marhun dan
manfaatnya tetap menjadi milik Rahin karena pada prinsipnya

Marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh Murtahin (kecuali atas seizin

22 Burhanuddin S, Hukum Bisnis Syari’ah, h. 164
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Rahin), dengan tidak mengurangi nilai Marhun dan pemanfaatannya
itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.®

Penjelasan di atas dapat diterangkan bahwa Marhun dan
manfaatnya tetap menjadi milik Rahin. Pada prinsipnya Marhun tidak
bioleh dimanfaatkan oleh Mutahin kecuali seizin Rahin, dengan tidak
mengurangi nilai Marhun dan permanfaatannya itu sekedar pengganti
biaya pemeliharaan dan perawatannya.

d. Shighat ljab Qabul (Ucapan serah terima)

Yaitu pihak yang satu menyatakan kehendaknya dan pihak
yang lain menyatakan  pula kehendaknya sebagai tanggapan
terhadap kehendak pihak pertama.?

Penjelasan di atas dapat dipahami bahwa pernyataan
kehendak pertama dikatakann ijab dan pernyataan kehendak kedua
sebagai jawab terhadap pernyataan kehendak pertama dinamakan
kabul. Pernyataan kehendak dalam bentuk ijab dan kabul inilah yang
menjadi rukun akad menurut hukum Islam dan disebut dengan sighat.

Sedangkan syarat gadai/rahn antara lain sebagai berikut:*

a. Syarat yang terkait dengan marhun (barang yang digadaikan)
1) Barang yang digadaikan adalah barang yang dapat
diperjualbelikan (memiliki nilai ekonomi dalam pandangan

syara’)

B Taufik Hidayat, Buku Pintar Investasi Syari’ah, Cet. 1, (Jakarta: Mediakita, 2011), h.
147

2 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad Dalam Fikih
Muamalat, Cet ke 2, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), h. 124

% M. Yazid Alfandi, Figih Muamalah, h. 152
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2) Nilainya seimbang dengan utang

3) Jelas dan tertentu

4) Milik syah debitor

5) Tidak terkait dengan hal orang lain

6) Merupakan harta yang utuh dan tidak bertebaran di beberapa
tempat

7) Bisa diserahkan baik materinya maupun manfaatnya.

. Syarat yang terkait dengan marhun bih (tanggungan / hutang)

1) Hak yang wajib dikembalikan kepada kreditor

2) Urang bisa dilunasi dengan agunan tersebut

3) Urang jelas dan tertentu.

. Syarat yang terkait dengan pelaku transaksi (agidain); syarat bagi

pihak-pihak yang melakukan transaksi adalah mereka yang
memenuhi Kriteria ahliyatu al-tabarru yakni akil, baligh, cakap
dalam bertindak mengelolah hartanya dan dalam kondisi tidak kada
paksaan dan tekanan.

. Syarat yang terkait dengan shighat ijab gabul; ucapan serah terima
disyaratkan harus ada kesinambungan antara ucapan penyerahan
(ijab) dan penerimaan. Apa yang diucapkan oleh kedua belah pihak
tidak boleh ada jeda dari transaksi lain. Di samping itu lafazh gabul

harus cocok dengan ijabnya.
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3. Dasar Hukum Gadai/Rahn

a. Al-Qur’an

do
T8

el ¢ Le MMUJ}LJK\}MVJ)JL&J&AQJQ
144255 Ny 455 A iy sl S35 el ;,bwvgw
fi.&./lﬁ/’)i;;.?l.;_gmj;m..b ‘; J‘UUL@.A.A_%L:U.A} ur\—é.»mj‘

o\

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak
secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka
hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang
berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian
yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan
amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah
Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan
persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka
Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah
Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.(QS. Al-Bagarah: 283)%

Ayat tersebut secara eksplisit menyebutkan bahwa barang
tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Dalam dunia

finansial barang tanggungan biasa dikenal sebagai jaminan atau objek

pegadaian.
b. As-Sunnah
o e iy e 00 LT 5

MJ@JM\DUJ)@JJ&'J;L&L

% Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: Al-Fatih, 2009), h. 71
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Artinya: Aisyah r.a. berkata Rasulullah SAW membeli makanan
dari seorang Yahudi dan menjaminkan kepadanya baju besi. (HR.
Bukhari dan Muslim).*’

Hadist di atas dapat dipahami bahwa bermuamalah dibenarkan
juga dengan orang non muslim dan harus ada jaminan sebagai
pegangan, sehingga tidak ada kekhawatiran bagi yang memberi
pinjaman.

Selanjutnya hadist yang membahas tentang transaksi gadai
yaitu:

433305 Gaven Sedlaally Aoy Ga) allj
Ol slaill g oAl 5 daal ol 5 ) adaY )i
(Aale

Artinya: Anas r.a. berkata Rasulullah SAW menggadaikan baju
besinya kepada seorang Yahudi di Madinah dan mengambil darinya
gandum untuk keluarga beliau. (HR. Ahmad, Bukhari, Nasa’i dan
Ibnu Majah).?®

Hadist yang di atas dapat diketahui dasar hukum kebolehannya

gadai. Menurut kesepakatan para ulama figh, peristiva Nabi SAW

membeli makanan dengan menggadaikan baju besi, ini adalah kasus

2" Mardani, Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi Syariah, Cet ke-1 (Jakarta: PT RajaGrafindo
Persada, 2011), h. 140
% Ibid, h. 141
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Rahn pertama dalam Islam dan Rasulullah sendiri yang
melakukannya.”®

Dua hadits di atas secara jelas menggambarkan fakta sejarah
bahwa pada zaman Rasulullah SAW gadai telah dipraktekkan secara
luas. Hadist pertama dan kedua menegaskan Rasulullah SAW pernah
melakukan hutang piutang dengan orang Yahudi untuk sebuah
makanan. Kemudian beliau menggadaikan (menjaminkan) baju
besinya sebagai penguat kepercayaan dari transaksi tersebut. Hal-hal
tersebut merupakan sebuah landasan hadits yang cukup kuat bahwa

gadai adalah sesuatu yang dianggap syah dalam figih muamalah.

Fatwa DSN MUI

Para ulama juga telah sepakat bahwa gadai (rahn) itu boleh
(mubah).®* Agar gadai tersebut dilakukan dengan prisip-prinsip
syari’ah. Maka diperlukan adanya petunjuk atau fatwa institusi yang
berwenang. Di Indonesia, lembaga yang mempunyai kewenangan
untuk memberikan fatwa adalah Dewan Syari’ah Nasional-Majelis
Ulama Indonesia (DSN-MUI).%*

Terkait dengan gadai, fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan

adalah:

2 Nasrun Haroen, Figh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pertama, 2007), h. 253

% \Wahbah Az-Zuhaili, Fgh Al-Islam Adillatuhu, (Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani),
(Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 110

! Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No: 25-26/DSN-MUI/II1/2002 Tentang Rahn dan

Rahn Emas.
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a. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional-majelis Ulama Indonesia

no.25/DSN- MUI/111/2002 tentang rahn menetapkan:

Pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan

hutang dalam bentuk rahn dibolehkan dengan ketentuan sebagai

berikut:

1)

2)

3)

4)

Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk
menahan marhun (barang) sampai dengan hutang rahin
(yang menyerahkan barang) dilunasi

Barang tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin tanpa
seizin rahin.

Ongkos dan biaya penyimpanan barang gadai (marhun)
ditanggung oleh penggadai (rahin). ongkos yang
dimaksud besarnya tidak boleh didasarkan pada
besarnya pinjaman.

Murtahin tidak dapat melunasi hutang, maka marhun
dijual paksa/dilelang.®?

b. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional-majelis Ulama Indonesia

no.26/DSN-MUI/I11/2002 tentang rahn emas.

1)

2)

3)

4)

Rahn Emas dibolehkan berdasarkan prinsip Rahn (lihat
Fatwa DSNnomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang
Rahn).

Ongkos dan Biaya Penyimpanan barang (Marhun)
ditanggung oleh penggadai (Rahn).

Ongkos sebagai mana dimaksud dalam butir b besarnya
didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata
diperlukan.

Biaya penyimpanan barang (marhun) dilakukan
berdasarkan akad ijarah.*®

Penjelasan di atas dapat dipahami bahwa Dewan Syari’ah

Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan fatwa-

fatwa tentang gadai yaitu pertama Fatwa Dewan Syari’ah Nasional-

majelis Ulama Indonesia no.25/DSN- MUI/I11/2002 menetapkan rahin

%2 Ipid
% Ibid
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tentang pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan
hutang dalam bentuk rahn dibolehkan. Kedua Fatwa Dewan Syari’ah
Nasional-majelis Ulama Indonesia no.26/DSN-MUI/IN11/2002 tentang

rahn emas.

Ijtihad Ulama

Perjanjian gadai yang diajarkan dalam Al-Qur’an dan Al-
Hadits itu dalam pengembangannya selanjutnya dilakukan oleh para
fugaha dengan jalan ijtihad, dengan kesepakatan para ulama bahwa
gadai diperbolehkan dan para ulama tidak pernah mempertentangkan
kebolehannya demikian juga dengan landasan hukumnya. Namun
demikian perlu dilakukan pengkajian ulang yang lebih mendalam
bagaimana seharusnya pegadaian menurut landasan hukumnya.

Asy-Syafi’i  mengatakan Allah tidak menjadikan hukum
kecuali dengan barang berkriteria jelas dalam serah terima. Jika
kriteria tidak berbeda (dengan aslinya) maka wajib tidak ada
keputusan. Mahzab maliki berpendapat gadai wajib dengan akad
(setelah akad) orang yang menggadaikan (rahn) dipaksakan untuk
menyerahkan borg (jaminan) untuk dipegang oleh yang memegang
gadaian (murtahin). Jika borg sudah berada di tangan pemegang
gadaian orang yang menggadaikan mempunyai hak memanfaatkan. 3

Berdasarkan pendapat di atas di terangkan bahwa gadai wajib

dengan akad, orang yang menggadaikan dipaksanakan untuk

159

% Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syari’ah Deskripsi dan Ilustrasi, h.
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menyerahkan jaminan untuk dipegang gadaiannya atau  hak

memanfaatkan berlaku selama tidak merugikan/membahayakan

pemegang gadaian.

4. Tujuan Gadai/Rahn

Adapun tujuan gadai syari’ah menurut Hosen antara lain sebagai

berikut:

a.

Qard al-Hasan

Akad ini digunakan nasabah untuk tujuan konsumtif. Oleh
karena itu nasabah (rahin) akan dikenakan biaya perawatan dan
penjagaan barang gadaian (marhun) kepada pengadaian
(murtahin)

Mudharabah

Akad ini diberikan bagi nasabah yang ingin memperbesar
modal usahanya dengan tujuan pembiayaan lain yang bersifat
produktif.

Ba’i Murabahah

Akad ini diberikan bagi nasabah untuk keperluan yang bersifat
produktif. Seperti pembelian alat kantor, modal kerja. dalam hal
ini murtahin juga dapat menggunakan akad jual-beli untuk
barang atau modal kerja yang diinginkan oleh rahin. Barang
gadai adalah barang yang dapat dimanfaatkan oleh rahin
maupun murtahin.

ljarah

Obyek dari akad ini adalah pertukaran manfaat tertentu.
Bentuknya adalah murtahin menyewakan tempat penyimpanan
barang.*”

Berdasarkan keterangan di atas maka dapat di ambil penjelasan

bahwa tujuan gadai syari’ah itu merupakan manfaat atau keuntungan bagi

nasabah. Mampu memperbesar modal usahanya serta pembiayaan yang

bersifat produktif, yang jelas barang gadaiannya adalah yang bermanfaat

oleh rahin maupun murtahin.

% M. Nadratuzzaman Hosen, dkk, Lembaga Bisnis Syari’ah, Cet. 2, (Jakarta: PKES,

2006), h. 19-20



23

5. Prinsip-Prinsip (Azas-Azas) Gadai Syari’ah /Rahn

Prinsip-prinsip yang dapat diambil oleh gadai syari’ah / Rahn
adalah sebagai berikut:

a. Menjaga kemungkinan nasabah untuk lalai atau bermain-main

dengan fasilitas pembiayaan yang diberikan bank.

b. Memberikan keamaan bagi semua penabung dan pemegang
deposito bahwa dananya tidak akan hilang begitu saja jika
nasabah peminjam ingkar janji karena ada suatu aset atau
barang (marhun) yang dipegang oleh bank.

c. Jika Rahn ditetapkan dalam mekanisme pegadaian, sudah
barang tentu akan sangat membantu saudara kita yang kesulitan
dana, terutama di daerah-daerah.*

Adapun prinsip gadai syari’ah/rahn yang langsung didapat dari
bank adalah biaya-biaya konkret yang harus dibayar oleh nasabah untuk
pemeliharaan dan keaman aset tersebut. Jika penahan aset berdasarkan
fidusia (penahanan barang bergerak sebagai jaminan pembayaran),

nasabah juga harus membayar biaya asuransi yang besarnya sesuai

dengan yang berlaku secara umum.

B. Mekanisme Pertanggung Jawaban Pegadaian Syariah
1. Pengertian Mekanisme Pertanggung Jawaban
Mekanisme adalah cara yang berkesinambungan antara satu
dengan yang lainnya untuk menjalankan suatu program atau kegiatan.®’

Mekanisme dalam karya ilmiah ini adalah cara kerja yang dilakukan

secara teoritis dan praktek penerapannya.

% Muhammad Syafi’I Antonio, Bank Syariah Dari Teori ke Praktik, Cet. 1 (Jakarta:
Gema Insani Press, 2001), h. 130

" Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga,
(Jakarta: Balai Pustaka, 2003), h. 471
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Sedangkan pertanggung jawaban adalah keadaan wajib
menanggung segala sesuatunya.® Pertanggungan jawaban yang dimaksud
dalam karya ilmiah ini adalah tanggung jawab yang dibebankan kepada
pihak Pegadaian Syariah Kota Metro sebagai penerima gadai (murtahin)
dalam memelihara atau menjaga objek yang digadaikan oleh debitur

sampai objek tersebut telah ditebus kembali.

2. Mekanisme Sistem Operasional Gadai dalam Islam

Salah satu bentuk jasa pelayanan lembaga keuangan yang menjadi
kebutuhan masyarakat adalah pembiayaan dengan menggadaikan barang
sebagai jaminan. Landasan akad yang digunakan dalam operasional
perusahaan dalam pegadaian syariah adalah rahn. Berlakunya rahn adalah
bersifat mengikuti (tabi’iyah) terhadap akad tertentu yang dijalankan
secara tidak tunai tunai (dayn) sebagai jaminan untuk mendapatkan
kepercayaan.*®

Mekanisme operasional Pegadaian Syariah dapat dilakukan
melalui akad rahn, nasabah menyerahkan barang bergerak dan kemudian
Pegadaian Syariah menyimpan dan merawatnya di tempat yang telah
disediakan oleh Pegadaian. Akibat yang timbul dari proses penyimpanan
adalah timbulnya biaya-biaya yang meliputi nilai investasi tempat

penyimpanan, biaya perawatan dan keseluruhan proses kegiatannya. Atas

% Ibid, h. 1138
¥ Nurul Huda dan Muhammad Heykal, Lembaga Keuangan Islam, (Jakarta: Kencana,
2010), h. 28



25

dasar ini dibenarkan bagi Pegadaian Syariah mengenakan biaya sewa
kepada nasabah sesuai jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak.
Pegadaian Syariah akan memperoleh keutungan hanya dari bea
sewa tempat yang dipungut bukan tambahan berupa bunga atau sewa
modal yang diperhitungkan dari uang pinjaman. Sehingga di sini dapat
dikatakan proses pinjam meminjam uang hanya sebagai penarik minat
konsumen untuk menyimpan barangnya di Pegadaian Syariah.
Implementasi operasi Pegadaian Syariah hampir bermiripan
dengan Pegadaian konvensional. Seperti halnya Pegadaian konvensional,
Pegadaian Syariah juga menyalurkan uang pinjaman dengan jaminan
barang bergerak. Prosedur untuk memperoleh kredit gadai syariah sangat
sederhana, masyarakat hanya menunjukkan bukti identitas diri dan barang
bergerak sebagai jaminan, uang pinjaman dapat diperoleh dalam waktu
yang tidak relatif lama (kurang lebih 15 menit saja). Begitupun untuk
melunasi pinjaman, nasabah cukup dengan menyerahkan sejumlah uang

dan surat bukti rahn saja dengan waktu proses yang juga singkat.*°

3. Pertanggung Jawaban atas Kerusakan Barang Gadai
Apabila murtahin sebagai pemegang amanat telah menerima
barang gadai dengan sebaik-baiknya sesuai dengan keadaan barang

kemudian tiba-tiba barang tersebut mengalami kerusakan atau hilang

0 Hery Ahby, Pegadaian Syariah, diakses melalui situs, www.jurnalPDFpegadaian.co.id
diakses pada Tanggal 2 Desember 2017
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tanpa disengaja, maka para ulama dalam hal ini berbeda pendapat
mengenai siapa yang harus menanggung resikonya.

Ulama-ulama mazhab Syafi’i dan Hambali berpendapat bahwa
murtahin tidak menanggung resiko apapun. Namun ulama-ulama mazhab
Hanafi berpendapat bahwa murtahin bertanggung jawab sebesar harga
barang yang minimum. Perhitungan dimulai pada saat diserahkannya
barang gadai kepada murtahin sampai rusak atau hilangnya barang.

Berbeda halya jika barang gadai rusak atau hilang yang
disebabkan oleh kelengahan murtahin dalam hal ini tidak ada perbedaan
pendapat semua ulama sepakat bahwa murtahin menanggung resiko untuk
memperbaiki kerusakan atau mengganti yang hilang.

a. Jenis Barang Gadai

Jenis barang gadai yang dapat digadaikan sebagai jaminan
adalah semua jenis barang bergerak dan tak bergerak sehingga barang
yang dapat digadaikan bisa semua barang asal memenuhi syarat yaitu:
1) Merupakan benda bernilai menurut hukum syara’.
2) Ada wujudnya ketika perjanjian terjadi.
3) Mungkin diserahkan seketika kepada murtahin.*

Selain itu terdapat pula jenis-jenis barang gadai yang
digunakan untuk jaminan adalah barang yang dihasilkan dari sumber

yang sesuai dengan syari'ah, atau keberadaan barang tersebut di

*1 Alvien Septian Haerisma, Pegadaian Tinjauan Syariah, PDF File, diakses melalui
Situs www.syehknurjadi.ac.id. Pada Tanggal 2 Desember 2017
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tangan nasabah bukan karena hasil praktek riba, gharar, maysir.*?

Barang-barang tersebut antara lain, seperti:

1)

2)

3)
4)

5)

Barang perhiasan, seperti perhiasan yang terbuat dari
intan, mutiara, emas,perak, platina dan sebagainya.

Barang rumah tangga, seperti perlengkapan dapur,
perlengkapan makan dan minum, perlengkapan kesehatan,
perlengkapan bertaman, dan lain sebagainya.

Barang elektronik seperti, tape recorder, radio, media
player,televisi, komputer dan sebagainya.

Kendaraan seperti sepeda onthel, sepeda motor, mobil, dan
sebagainya.

Barang yang di anggap bernilai.*®

Keberadaan barang gadai selain karena alasan syari'ah, juga

dikarenakan alasan keterbatasan tempat penyimpanan barang jaminan,

jenis barang jaminan mudah rusak dan jenis barang jaminan

berbahaya. Jenis-jenis barang tersebut antara lain:

1) Barang-barang yang berukuran besar, seperti pesawat terbang,

kereta api, satelit tank, dan sebagainya.

2) Barang-barang yang berbahaya, seperti bahan peledak (bom atau

granat), senjata api, dan sebagainya.*

Menurut ulama Syafi’iyah bahwa barang yang dapat

digadaikan itu berupa barang yang boleh dijual, baik yang bergerak

maupun yg tidak bergerak yang terpenting memiliki nilai jual.

Menurut pendapat yang rajih (unggul) ada beberapa barang yang

harus dimiliki yaitu syarat:

1) Berupa barang yang berwujud nyata di depan mata, karena

barang nyata itu dapat diserah terimakan secara langsung.

“2 Ibid
“* Ibid
“ Ibid
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2) Barang jaminan itu diserahterimakan langsung saat transaksi
gadai terjadi.
3) Barang jaminan bernilai ekonomis dan dapat diperjual
belikan untuk dijadikan pembayaran marhun bih.
4) Barang jaminan itu tidak terkait dengan hak milik orang lain.
5) Barang jaminan seimbang dengan marhun bih.
6) Barang yang digadaikan harus berstatus sebagai piutang bagi
pemberi pinjaman.
7) Barang jaminan dapat dimanfaatkan murtahin dengan
persetujuan rahin.*
Keterangan di atas dapat di pahami bahwa barang yang dapat
digadaikan itu berupa barang yang boleh dijual, baik yang bergerak

maupun yang tidak bergerak terpenting marhun itu memiliki nilai.

b. Pemeliharaan Barang Gadai

Ada perbedaan pendapat para ulama dalam hal pemeliharaan
barang gadai. Ulama syafi’iah dan hanabilah berpendapat biaya
pemeliharaan barang gadai menjadi tanggung jawab pemberi gadai
karena barang tersebut merupakan milik nya dan akan kembali
kepadanya. Sedangkan para ulama Hanafiyah berpendapat bahwa
biaya pemeliharaan barang gadai menjadi tanggungan penerima gadai
yang dalam posisinya sebagai penerima amanat.*®

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa
biaya pemeliharaan barang gadai adalah hak rahin dalam
kedudukannya sebagai pemilik yang sah, akan tetapi jika harta atau
barang jaminan tersebut menjadi kekuasaan murtahin dan diizinkan

oleh rahin maka biaya pemeliharaan jatuh pada murtahin.

** Andrean Sutedi, Hukum Gadai Syariah, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 107-108
* Muhammad Shalikul Hadi, Pegadaian Syariah, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), h.
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Sedangkan untuk mengganti biaya tersebut nantinya, apabila
murtahin mendapat izin dari rahin maka murtahin dapat memungut
hasil marhun sesuai dan senilai dengan yang telah ia keluarkan. Tetapi
apabila rahin tidak mengizinkannya maka biaya pemeliharaan menjadi
hutang rahin kepada murtahin.*’

Resiko atas kerusakan menurut para ulama Syafi’iah dan
Hanabilah berpendapat bahwa murtahin tidak bertanggung jawab atas
rusaknya barang gadai jika tidak disengaja. Sedangkan ulama
Hanafiyah berpendapat bahwa hal tersebut menjadi tanggungan
murtahin  sebesar harga minimum, dihitung mulai waktu
diserahkannya barang gadai kepada murtahin sampai barang tersebut
rusak.

Pembayaran atau pelunasan hutang gadai apabila sudah sampai
jatuh tempo dan rahin belum membayarkan kembali utangnya maka
murtahin boleh memaksa rahin untuk menjual barangnya. Kemudian
hasilnya digunakan untuk menebus utang tersebut sedangkan jika
terdapat sisa atas penjualan barang tersebut, maka akan dikembalikan
kepada rahin. Prosedur pelelangan gadai jika ada persyaratan akan
menjual barang gadai pada saat jatuh tempo, maka ini diperbolehkan
dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Murtahin harus mengetahui terlebih dahulu keadaan rahin

2) Dapat memperpanjang tenggang waktu pembayaran

3) Kalau keadaan mendesak murtahin boleh memindahkan
barang gadai kepada murtahin lain dengan izin rahin

" Ibid
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4) Apabila ketentuan di atas tidak terpenuhi, maka murtahin
boleh menjual barang gadai dan kelebihan uangnya
dikembalikan kepada rahin.*

Berdasarkan keterangan di atas bahwa prosedur pelelangan
gadai ada syarat yang harus dipenuhi jika barang gadai jatuh tempo
dengan ketentuan seperti murtahin harus mengetahui terlebih dahulu
keadaan rahin, dapat memperpanjang tenggang waktu pembayaran,
memindahkan barang gadai kalau keadaan mendesak tetapi dengan

izin rahin, boleh menjual barang gadai kelebihan uangnya

dikembalikan kepada rahin.

4. Hubungan Agad Gadai Dengan Ganti Rugi Akibat Barang Gadai
Rusak

Perjanjian agad yang telah disepakati bersama antara pemberi
gadai (rahin) dan penerima gadai (murtahin) merupakan salah satu agad
dalam literature figh. Masing-masing pihak memiliki kewajiban
melaksanakan perjanjian yang telah disepakati tersebut.

Para ulama figh menetapkan bahwa agad yang telah memenuhi
rukun dan dan syarat mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak-
pihak yang melakukan agad. Setiap manusia memiliki kebebasan untuk
mengikat diri pada suatu agad yang wajib dipenuhi segala akibat hukum
yang ditimbulkan oleh agad itu.*®

Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Al-Ma’idah,

ayat: 1 yang berbunyi:

“® Ibid, h. 85
* Nasrun Haroen, Figh Muamalah, h. 253
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LI 2l

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman penuhilah agad-
agad itu ...”. (QS. Al-Maidah: 1).*°

Kata ‘aqdu mengacu kepada terjadinya dua perjanjian atau lebih,
yaitu bila seseorang mengadakan janji dalam suatu kontrak kemudian ada
orang lain yang menyetujui janji tersebut serta menyatakan pula suatu
janji yang berhubungan dengan janji yang pertama, maka terjadilah
perikatan. Apabila dua ikatan janji dari dua orang yang mempunyai
hubungan antara yang satu dengan yang lain maka disebut perikatan
(agad).

Allah SWT memerintahkan hamba-Nya untuk menyempurnakan
segala rupa agad (janji atau kontrak) yang telah diagadkan baik itu antara
manusia dan Allah SWT atau manusia dengan manusia lainnya.*
Termasuk di dalamnya agad yang telah disepakati antara nasabah dengan
pihak Pegadaian Syariah seperti yang disebut dalam surat perjanjian
dimana adanya kesepakatan atau perjanjian antara kedua bela pihak yang
wajib dipenuhi oleh masing-masing pihak yang bersangkutan, yaitu hak
dan kewajiban.

Maka wajiblah atas setiap mukmin untuk menyempurnakan
segala agad dan menempati janji sesuai dengan syarat-syarat yang telah

ditetapkan dan tidak bertentangan dengan hukum syara’. Dimana

* Departemen Agama RI, Al-Qur’an Terjemahnya, h.
! Muhammad Hasbi Ash —Shiddieqy, Tafsir Al-Qur’anul Majid, Juz 2, (Semarang:
Pustaka Rizki Putra), h. 987
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kewajiban pihak Pegadaian Syariah adalah menjaga dan memlihara
barang gadaian dan kewajiban nasabah sendiri membayarkan biaya
penjagaan dan pemeliharaan barang gadaian tersebut seperti yang telah
disepakati sebelumnya.

Bila peristiwa yang terjadi setelah agad tersebut terlaksana
sehingga membuat keadaan berubah yang mengakibatkan pelaksanaan
agad itu sangat memberatkan dan membawa kerugian terhadap salah satu
pihak, maka perjanjian yang telah disepakati antara murtahin dengan
rahin tetap dilaksanakan. Pihak yang bersangkutan tetap wajib
melaksanakan perikatannya secara penuh sebagaimana yang telah
dicantumkan dalam agad.

Bila agad sudah tercipta secara sah menurut ketentuan hukum,
dan pihak yang berakad telah malaksanakan kewajibannya sesuai dengan
yang telah disepakati, akan tetapi perjanjian tersebut tidak terlaksana
karena keadaan yang memberatkan terjadi, maka penerima objek gadai
(pemegang amanah) tidak dibebani ganti rugi karena kerugian yang
dialami oleh penerima objek agad tidak disebabkan oleh kesalahan

penerima objek agad yang tidak melaksanakan kewajibannya.



BAB I11

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pegadaian Syariah Kota Metro
1. Sejarah Berdiriya Pegadaian Syariah Kota Metro

Pegadaian Syariah adalah merupakan skim pinjaman yang mudah
dan praktis untuk memenuhi kebutuhan dana bagi masyarakat dengan
sistem gadai yang sesuai dengan syariah dengan cara menyerahkan agunan
berupa emas perhiasan, berlian, elektronik dan kendaraan bermotor.

Pegadaian merupakan sebuah lembaga keuangan non bank.
Pegadaian modern pada awalnya berkembang di Italia yang kemudian
dipraktikkan di wilayah-wilayah Eropa lainnya, seperti Inggris dan
Belanda. Sistem gadai memasuki Indonesia dan dikembangkan oleh VOC
(Verenigde of Indische Compagnie).

Gadai melembaga pertama kali di Indonesia sejak Gubernur
Jenderal VOC yang bernama Van Imhoff mendirikan Bank Van Leening.
Meskipun demikian, diyakini bahwa praktik gadai telah mengakar dalam
keseharian masyarakat Indonesia. Pemerintah sendiri baru mendirikan
lembaga gadai pertama kali di Sukabumi Jawa barat, yang diberi nama
pegadaian, pada tanggal 1 April 1901 dengan Wolf von Westeerode

sebagai Kepala Pegadaian Negeri pertama, dengan misi membantu
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masyarakat dari jeratan para lintah darat melalui pemberian uang pinjaman
dengan hukum gadai.

Munculnya Pegadaian Syariah di Indonesia tidak dapat dipisahkan
dari kemauan masyarakat Islam untuk melaksanakan transaksi akad gadai
berdasarkan prinsip syariah dan kebijakan pemerintah dalam
pengembanganpraktik ekonomi dan lembaga keuangan yang sesuai dengan
nilai dan prinsip hukum Islam. Hal dimaksud, dilatar belakangi oleh
maraknya aspirasi dari masyarakat Islam diberbagai daerah yang
menginginkan pelaksanaan hukum Islam dalam berbagai aspeknya
termasuk pegadaian syariah. Selain itu, semakin populernya praktis bisnis
ekonomi syariah dan mempunyai peluang yang cerah untuk
dikembangkan.

Berdasarkan hal di atas, pihak pemerintah mengeluarkan peraturan
perundang-undangan melegitimasi secara hukum positif pelaksanaan
praktik bisnis sesuai dengan syariah yang termasuk gadai syariah.
Pegadaian syariah pertama kali berdiri di Jakarta dengan nama Unit
Layanan Gadai Syariah (ULGS) Cabang Dewi Sartika pada bulan Januari
2003. Menyusul kemudian pendirian ULGS di Surabaya, Makasar,
Semarang, Surakarta dan Yogyakarta pada tahun yang sama hingga
September 2003. Masih pada tahun yang sama pula, empat kantor cabang
pegadaian di Aceh menjadi Pegadaian Syariah.

Seiring dengan perkembangan zaman, pegadaian telah beberapa

kali berubah status dimulai sebagai Perusahaan Jawatan (1901). Pada masa
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Pemerintah RI, Dinas Pegadaian yang merupakan kelanjutan dari
Pemerintah Hindia Belanda, status pegadaian di ubah menjadi Perusahaan
Negara (PN Pegadaian) berdasarkan Undang-Undang No. 19 PRp 1960 jo.
Peraturan Pemerintah Rl No. 178 Tahun 1960 tanggal 3 Mei 1961 tentang
Pendirian Perusahaan Pegadaian (PN Pegadaian). Kemudian berdasarkan
Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 1969 Tanggal 11 Maret 1969
tentang Perubahan Kedudukan PN Pegadaian menjadi Jawatan Pegadaian
(Perjan), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Perseroan (Persero).

PT. Pegadaian sampai saat ini merupakan satu-satunya lembaga
formal di Indonesia yang berdasarkan hukum diperbolehkan melakukan
pembiayaan dengan bentuk penyaluran kredit atas dasar hukum gadai.
Tugas pokok PT. Pegadaian adalah menjembatani kebutuhan dana
masyarakat dengan pemberian uang pinjaman berdasarkan hukum gadai.
Tugas tersebut dimaksudkan untuk membantu masyarakat agar tidak
terjerat dalam praktik-praktik lintah darat.

Pegadaian Syariah Cabang Metro adalah Unit Pegadaian Syariah
Iringmulyo Metro JI. A. Yani, Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro
Timur Metro Lampung Indonesia dan Berasal dari Cabang Bandar
Lampung dan pusat Pegadaian Syariah Jakarta JI. Kramat Raya 162
Jakarta Pusat Kode Pos 10430. Pegadaian Syariah Cabang Metro pertama

kali berdiri pada tahun 2008. Dan mulai berkembang pada tahun 2009 di
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pimpin oleh kepala cabang yang bernama Bapak Ari Agung, SE.MM
selama 4 tahun yaitu 2008-2012.>

Kemudian pada tahun 2012-2013 di pimpin oleh Bapak Nurholis
SE.MM, semakin berkembang di tahun 2013-2014 di pimpin oleh Bapak
Noval Hadirani, SE.MM ia menjabat selama 1 tahun kemudian digantikan
oleh Bapak Hidayat, SE, pada tahun 2015 dan di tahun 2016 hingga
sekarang di pimpin oleh Ibu Sri Winarti, SE. Sedangkan di kantor unit
cabang Iringmulyo dipimpin oleh Bapak Andy Pratomo yang menjabat
sebagai pengelola Unit sekaligus sebagai manajer lelang dan telah
berkembang hingga sekarang

Selanjutnya, bersamaan dengan perkembangan produk-produk
berbasis syariah yang semakin banyak di Indonesia, sektor Pegadaian juga
ikut mengalaminya. Selain itu, banyak pihak berpendapat bahwa
operasional Pegadaian pra Fatwa MUI Tanggal 16 Desember 2003 tentang
Bunga Bank, maka sejak itulah PT. Pegadaian menerapkan sistem gadai
syariah dalam operasionalnya. Pegadaian syariah dalam menjalankan
operasionalnya berpegang kepada prinsip syariah.

Pada dasarnya, produk-produk berbasis syariah memiliki
karakteristik seperti, tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena
riba, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang
diperdagangkan dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atau

jasa dan/atau bagi hasil operasionalnya. Pegadaian syariah dalam

°2 Dokumentasi Pegadaian Syari’ah Cabang Kota Metro
53 |1
Ibid.
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menjalankan operasionalnya berpegang kepada prinsip syariah. Pada

dasarnya, produk-produk berbasis syariah memiliki karakteristik seperti,

tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena riba, menetapkan
uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan dan
melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atau jasa dan/atau bagi hasil.

Landasan lahirnya Pegadaian Syariah adalah berdasarkan Fatwa
DSN Nomor : 25/DSN/I11/2002 tentang Pegadaian Syariah, yaitu:

a. Bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang menjadi
kebutuhan masyarakat adalah pinjaman dengan menggadaikan barang
sebagai jaminan utang.

b. Bahwa Lembaga Keuangan Syariah (LKS) perlu merespon kebutuhan
masyarakat tersebut dengan berbagai produknya.

c. Bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip
Syariah, Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa
untuk dijadikan pedoman tentang rahn, yaitu menahan barang sebagai
jaminan atas hutang.

Pegadaian juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata Pasal 1150 yaitu, “Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang
yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya
oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang
memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang itu untuk
mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada

orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang
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barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk
menyelematkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus

didahulukan.

2. Visi dan Misi Pegadaian Syariah Kota Metro
a. Visi
Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang
selalu menjadi market leader dan mikro berbasis fidusia selalu menjadi

yang terbaik untuk masyarakat menengah bawah.

b. Misi

1) Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman, dan
selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah
kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

2) Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastuktur yang
memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh pegadaian
dalam mempersiapkan diri menjdi pemain regional dan tetap
menjadi pilihan utama masyarakat.

3) Membantu permintaan dalam meningkatkan Kkesejahteraan
masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha

lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.®*

* Ibid
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3. Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Kota Metro
Pegadaian Syariah Kota Metro yaitu Pegadaian Iringmulyo Metro
yang terletak di JI. A. Yani, Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro
Timur, kantor ini didirikan tepatnya 1 Desember 2009.
Adapun struktur organisasi dari Pegadaian Syariah Unit Iring
Mulyo Metro terdiri dari:

Gambar 1
Struktur organisasi Pegadaian Syariah Kota Metro™

Pengelola Unit Cabang Pegadaian Syariah

Andi Pratomo

Pembantu Administrasi Pelayanan (PAP)

Agus Supriyanto

Pengamanan

Warsito

Keterangan:

Andi Pratomo bertugas sebagai Pengelola Unit Cabang Pegadaian
Syariah sekaligus mengarahkan dan mengawasi bagian Pembantu
Administrasi Pelayanan (PAP) vyaitu Agus Supriyanto dan bagian

pengamanan barang gadai yaitu Warsito.

> Ibid
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4. Produk-produk Pegadaian Syariah Kota Metro
Produk-produk Pegadaian Syariah Kota Metro meliputi beberapa
produk yaitu sebagai berikut:
a. Al-rahn
Al-rahn atau gadai syariah yaitu menahan harta milik nasabah
(rahin) sebagai barang jaminan (marhun) atas hutang atau pinjaman
(marhun bih) yang diterimanya, atau merupakan agad menahan harta
milik penggadai oleh penerima gadai yaitu pegadaian sebagai jaminan
atas hutang yang diterimanya.
Prosedur yang harus dilakukan oleh nasabah jika ingin
menikmati produk al-rahn adalah:
1) Nasabah (rahin) datang dengan membawa barang (marhun) untuk
mengajukan pembiayaan ke Pegadaian Syariah.
2) Setelah ditaksir dan disetujui berapa besarnya pinjaman (marhun
bih) yang bisa dilakukan, maka dilakukan agad al-rahn.
3) Pemberian marhun bih sesuai dengan persetujuan
4) Penyimpanan marhun dilakukan oleh petugas penyimpan di

Pegadaian.*®

Selanjutnya, prosedur pemberian pinjaman (marhun bih)
dilakukan melalui tahapan berikut:

1) Nasabah mengisi formulir permintaan rahn.

*® Dokumentasi Pegadaian Syariah Cabang Kota Metro
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2) Nasabah menyerahkan formulir permintaan rahn yang dilampiri
dengan foto copy identitas serta barang jaminan ke loket.

3) Petugas Pegadaian menaksir (marhun) agunan yang diserahkan.

4) Besarnya pinjaman/marhun bih adalah sebesar 90 % dari taksiran
marhun.

5) Apabila disepakati besarnya pinjaman, nasabah menanda tangani
agad dan menerima uang pinjaman®’

Produk ini merupakan produk andalan pada Pegadaian Syariah
yang merupakan pinjaman mudah dan praktis untuk memenuhi
kebutuhan dana bagi masyarakat dengan menggunakan sistem syariah.
Agunannya adalah barang-barang elektronik atau kendaraan bermotor.

Gadai syariah memiliki beberapa keuntungan, pertama, dapat
meningkatkan daya guna barang bergerak yang tidak akan mengalami
kerugian selisih harga beli dan jual. Kedua , masyarakat dengan cepat
dapat memiliki uang tunai untuk keperluan-keperluan yang mendesak.
Untuk proses pelunasannya dapat dilakukan kapan saja sebelum jangka
waktu jatuh tempo, baik dengan cara angsuran ataupun secara cash.
Apabila sampai jatuh tempo nasabah belum dapat melunasi, maka
Pegadaian Syariah akan menawarkan kepada nasabah untuk
memperpanjang masa pinjaman. Lamanya masa pinjaman tersebut
adalah selama 120 hari. Dengan syarat nasabah tetap membayar biaya

ijjarah dan administrasi sesuai dengan tarif yang diberlakukan di

> Ibid
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Pegadaian Syariah. Namun, bila nasabah tidak dapat melunasi
pembayarannya maka akan dilakukan lelang.

Lelang merupakan alternatif terakhir setelah rahin dihubungi
untuk memperpanjang pembayaran cicilan pinjaman. Sebelum lelang
dilakukan rahin dikirimi surat pemberitahuan lelang. Pelelangan barang
jaminan dilakukan dimuka umum. Hasil pendapatan lelang setelah
dikurangi kewajiban-kewajiban, maka kelebihannya merupakan hak

nasabah.

. Pembiayaan Al-Rum

Al-Rum (Al-Rahn untuk Usaha Mikro Kecil) adalah skim
pinjaman yang berprinsip pada syariah bagi para pengusaha mikro dan
kecil untuk keperluan pengembangan usaha dengan sistem
pengembalian pinjaman secara angsuran. Adapun sebagai jaminan,

Pegadaian Syariah meminta kepada nasabah agar menyerahkan BPKB

motor atau mobil. Prosedur pengajuan pembiayaan al-rum adalah:

1) Nasabah mengajukan pembiayaan dengan membawa syarat yang
ditentukan (berkas identitas, berkas usaha, barang (kendaraan dan
BPKB-nya).

2) Dilakukan survei oleh analis kredit dengan mengecek usahanya,
tempat tinggal dan barangnya.

3) Bila layak maka akan

4) Dilakukan agad al-rum.
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5) Kemudian dilakukan penyerahan marhun yang berupa emas atau

BPKB jika marhun berupa kendaraan.

6) Penyerahan uang kepada rahin.*®

Untuk memperoleh pembiayaan melalui produk al-rum ini,

calon nasabah harus memenuhi beberapa persyaratan:

1) Calon nasabah merupakan pengusaha mikro kecil dimana usahanya

2)

3)

telah berjalan minimal 1 tahun.

Memiliki kendaraan bermotor (mobil/motor) sebagai agunan

pembiayaan.

Calon nasabah harus melampirkan:

a)
b)
c)
d)

9)
h)

Foto copy KTP dan Kartu Keluarga (KK).

Foto copy KTP Suami/lstri.

Foto copy surat nikah.

Foto copy dokumen usaha yang sah (bagi pengusaha informal
cukup menyerahkan surat keterangan usaha dari kelurahan atau
dinas terkait).

Asli BPKB kendaraan bermotor.

Foto copy rekening koran/tabungan (jika ada).

Foto copy pembayaran listrik dan telepon.

Foto copy pembayaran PBB, dan

Foto copy laporan keuangan usaha.

% Ibid



44

4) Memenuhi kriteria kelayakan usaha.>®

Apabila persyaratan di atas telah terpenuhi, maka proses

memperoleh pembiayaan al-rum selanjutnya dapat dilakukan dengan:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Mengisi formulir aplikasi pembiayaan al-rum.

Melampirkan dokumen-dokumen usaha, agunan serta dokumen
pendukung lainnya yang terkait.

Petugas Pegadaian memeriksa keabsahan dokumen-dokumen yang
dilampirkan.

Petugas Pegadaian melakukan survei analisis kelayakan usaha serta
menaksir agunan.

Penandatanganan agad pembiayaan.

Pencairan pembiayaan.®

Al-Rum memiliki beberapa keuntungan bagi setiap nasabah

yang menggunakan produk ini, antara lain sebagai berikut:

1)

2)

3)

Mengikatkan daya guna barang bergerak, motor atau mobil
nasabah tetap menjadi milik nasabah dan tidak akan mengalami
kerugian selisih harga beli dan harga jual.

Barang jaminan nasabah akan ditaksir secara cermat dan akurat
sehingga akan tetap memiliki harga ekonomis yang wajar karena
nilai taksiran yang optimal.

Jangka waktu pinjaman yang fleksibel dan prosedur serta

persyaratan yang mudah merupakan tawaran bagi nasabah.

> Ipid
% Ibid
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4) Aman dan terjaga serta dijamin adanya asuransi.

5) Sumber dana sesuai syariah dan operasional produk ini di bawah

pengawasan Dewan Pengawas Syariah.®*

Murabahah Logam Mulia untuk Investasi Abadi (Mulia)

Mulia adalah singkatan dari Murabahah Logam Mulia untuk

Investasi Abadi yang memfasilitasi kepemilikan emas batangan

melalui penjualan-penjualan Logam Mulia oleh Pegadaian kepada

masyarakat secara kredit.Selanjutnya, mengenai jenis jasa yang

ditawarkan pada Pegadaian Syariah Kota Metro adalah:

1) Jasa Taksiran

Jasa Taksiran merupakan bentuk layanan pengujian barang
guna menilai keaslian barang milik nasabah. Jadi, jasa taksiran
adalah bentuk layanan kepada nasabah yang ingin mengetahui
karatase dan kualitas harta perhiasan yang berupa emas, berlian
dan batu permata, baik untuk keperluan investasi atau keperluan
bisnis. Dengan biaya yang relatif ringan nasabah dapat mengetahui
tentang kualitas dan karatase suatu barang miliknya setelah lebih
dahulu diperiksa dan ditaksir oleh juru taksir berpengalaman.

Adapun prosesnya adalah nasabah membawa barang yang
akan diujikan ke loket pegadaian dan oleh juru taksir pegadaian
akan diuji serta diberikan sertifikasi atas barang yang diujikan

tersebut. Dengan demikian nasabah akan mengetahui kualitas

*! Ibid
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barang yang diujikan tersebut, sehingga kebimbangan terhadap

kualitas atas barang berharga yang dimilikinya tidak akan berlarut-

larut. Sedangkan keunggulannya adalah:

a. Memberikan perlindungan akan kualitas/keaslian perhiasan
yang dimiliki nasabah.

b. Dilakukan oleh tenaga kerja yang handal dalam menilai emas
danperhiasan.

c. Biaya relatif lebih muah dan terjangkau.®®

2) Jasa Titipan

Jasa titipan adalah bentuk layanan penyimpanan barang
sebagai barang titipan sementara di Pegadaian Syariah. Jadi jasa
titipan adalah bentuk layanan kepada nasabah yang ingin
menitipkan barang berharga yang dimilikinya seperti emas, berlian,
surat berharga, kendaraan, barang-barang elektronik dan lain-lain.

Adapun prosedurnya adalah, nasabah hanya membawa
barang yang akan dititipkan ke Pegadaian. Dalam dunia perbankan,
layanan ini dikenal sebagai safe deposit box. Jasa titipan ini
diperuntukkan jika nasabah mendapatkan kesulitan mengamankan
barang berharga di rumah sendiri, karena akan dinas keluar
kota/luar negeri, menunaikan ibadah haji, berlibur, sekolah di luar

negeri dan lain-lain.

®2 Ibid
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Jasa titipan dikelompokkan kepada Jasa titipan murni dan
Jasa titipan limpahan. Jasa titipan murni adalah jasa titipan yang
timbul dari proses penitipan murni, dimana nasabah datang ke
Pegadaian untuk menitipkan barangnya. Sedangkan jasa titipan
limpahan adalah jasa titipan yang timbul karena limpahan dari
produk lain.

Keunggulan dari jasa titipan adalah proses mudah dan
murah, keamanan terjamin (diasuransikan), jangka waktu sampai
dengan satu tahun serta memberikan perlindungan dari risiko
kehilangan barang/surat berharga.

Praktik mengenai objek gadai di Pegadaian Syariah hanya
barang bergerak saja yang dapat dijadikan sebagai barang gadai
atau marhun. Jenis barang-barang bergerak yang dapat diterima
sebagai barang gadai atau marhun di Pegadaian Syariah yaitu
antara lain:

a) Barang-barang perhiasan, seperti:
(1) Emas
(2) Berlian
(3) permata®®

b) Barang-barang elektronik, seperti:
(1) Laptop

(2) Hanphone®

% Dokumentasi Pegadaian Syariah Cabang Kota Metro
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c) Kendaraan, seperti:
(1) Mobil
(2) Sepeda
(3) Motor.

Barang-barang yang digadaikan tersebut tentu memerlukan
pemeliharaan atau perawatan khusus yang harus dilakukan oleh
Pegadaian Syariah Kota Metro. Namun pihak Pegadaian berbeda
dalam melakukan pemiliharaan barang gadai tersebut. Barang
gadai berupa perhiasan dan elektronik hanya disimpan dalam suatu
gudang atau berankas penyimpanan barang tanpa perlu melakukan
perawatan atau pemeliharaan khusus, akan tetapi barang gadai
yang berupa kendaraan tentu memerlukan perawatan khusus
setelah barang tersebut disimpan dalam suatu gudang, di mana
pihak pegadaian melakukan pembersihan atau pemanasan pada
kendaraan tersebut dalam seminggu sekali agar tidak terjadi

kerusakan.®®

Mengenai biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun
pada dasarnya menjadi kewajiban rahin, namun dapat juga
dilakukan  murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan

penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahin.

64 H
Ibid
% Wawancara dengan Bapak Andi Pratomo, selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah
Kota Metro, Wawancara, pada Tanggal 3 Desember 2017



49

B. Mekanisme Pertanggungjawaban Pegadaian Syariah dalam Menjaga
Barang Gadai (Rahn) dari Kerusahan dan Kehilangan di Pegadaian
Syariah Kota Metro

Al-rahn atau gadai syariah yaitu menahan harta milik nasabah (rahin)
sebagai barang jaminan (marhun) atas hutang atau pinjaman (marhun bih)
yang diterimanya, atau merupakan agad menahan harta milik penggadai oleh
penerima gadai Yyaitu pegadaian sebagai jaminan atas hutang yang

diterimanya.

Adapun prosedur pemberian pinjaman (marhun bih) dilakukan melalui

tahapan berikut:

1. Nasabah mengisi formulir permintaan rahn.
2. Nasabah menyerahkan formulir permintaan rahn yang dilampiri dengan
foto copy identitas serta barang jaminan ke loket.
3. Petugas Pegadaian menaksir (marhun) agunan yang diserahkan.
4. Besarnya pinjaman/marhun bih adalah sebesar 90 % dari taksiran marhun.
5. Apabila disepakati besarnya pinjaman, nasabah menanda tangani agad dan
menerima uang pinjaman®®
Adapun mekanisme rahn di Pegadaian Syariah dapat dilihat pada

gambar sebagai berikut:

% Bapak Warsito, selaku bagian Keamanan Pegadaian Syariah Cabang Kota Metro,
Wawancara, pada Tanggal 3 Desember 2017
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Gambar 2.

Skema Rahn di Pegadaian Syariah Kota Metro

MARHUN BIH 1. Pemberi Hutang
(UTANG) 1
2. Akad Transaksi RAHIN
MURTAHIN | g
(Pegadaian)
1 3. Penyerahan Mahrun MARHUN
(BARANG)

Setiap perjanjian, baik itu perjanjian sewa menyewa, jual beli, maupun
tukar menukar pada prinsipnya selalu mengandung resiko. Demikian pula
dalam perjanjian gadai, dimana resiko akan timbul apabila terjadi peristiwa
yang tidak disengaja dan di luar kesalahan dari pihak-pihak yang mengadakan

perjanjian tersebut.

Dikuasainya barang jaminan milik nasabah di bawah penguasaan
langsung pihak pegadaian Syariah Kota Metro, maka pihak pegadaian harus
menjaga keamanan dan pemeliharaan barang jaminan tersebut. Dengan

demikian apabila barang jaminan milik nasabah mengalami kerusakan atau
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hilang, pihak pegadaian berkewajiban untuk memberikan ganti kerugian.
Penguasaan secara langsung terhadap barang jaminan milik nasabah
mengandung tanggung jawab yang tidak kecil bagi pihak pegadaian.
Keberadaan barang jaminan tersebut pada prinsipnya mengandung unsur
untung rugi bagi pihak pegadaian.

Pemeliharaan barang gadai menjadi tanggung jawab pemberi gadai
karena barang tersebut merupakan miliknya dan akan kembali padanya. Biaya
pemeliharaan barang gadai menjadi tanggungan penerima gadai yang dalam
posisinya sebagai penerima amanat. Oleh karena itu biaya pemeliharaan
barang gadai adalah hak rahin dalam kedudukannya sebagai pemilik yang sah,
akan tetapi jika harta atau barang jaminan tersebut menjadi kekuasaan
murtahin dan diizinkan oleh rahin maka biaya pemeliharaan jatuh pada
murtahin.

Sedangkan untuk mengganti biaya tersebut nantinya, apabila murtahin
mendapat izin dari rahin maka murtahin dapat memungut hasil rahin tidak
mengizinkannya maka biaya pemeliharaan menjadi hutang rahin kepada
murtahin. Seperti pernyataan dari salah satu staf pegadaian Syariah Kota
Metro sebagai berikut.

“Pegadaian syariah menerima barang gadai dari nasabah pihak
pegadaian melakukan pengecekan terlebih dahulu pada barang tersebut,

kemudian dicatat dalam suatu buku bila ada kerusakan terhadap barang yang
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digadaikan oleh nasabah, supaya barang yang rusak tersebut tidak menjadi
tanggung jawab pihak pegadaian pada saat perluasan nanti.®’

Pernyataan di atas dibenarkan oleh salah satu staf bahwa apabila
nasabah melakukan pinjaman dengan menggadaikan barang baik itu berupa
emas atau kendaraan maka pihak pegadaian syariah cabang Kota Metro
terlebih dahulu mengecek barang tersebut apakah ada yang rusak atau cacat.®®

Pada saat nasabah ingin melakukan perlunasan terhadap pinjamannya
pihak pegadaian harus menyerahkan barang tersebut secara utuh tanpa ada
sedikitpun kerusakan, jika barang tersebut rusak atau hilang yang disebabkan
kelengahan atau kelalaian yang dilakukan oleh pihak Pegadaian, maka pihak
pegadaian bertanggung jawab penuh untuk mengganti rugi terhadap barang
yang rusak atau hilang.®®

Hal tersebut dibenarkan oleh karyawan Pegadaian Syariah Cabang
Kota Metro bahwa “Bila barang tersebut rusak atau hilang disebabkan oleh
hal-hal yang tak terduga seperti perampokan ataupun bencana alam maka
semua itu ditanggung oleh Pegadaian Syariah Cabang Kota Metro, atas dasar
kebijakan perusahaan”. ™

Sebagai pemegang amanat tentu harus memelihara barang gadai

dengan sebaik-baiknya sesuai dengan keadaan barang, karena dalam

°7 Bapak Agus Supriyanto, selaku Pembantu Administrasi Pelayanan (PAP) Pegadaian
Syariah Cabang Kota Metro, Wawancara, pada Tanggal 3 Desember 2017

% Bapak Warsito, selaku bagian keamanan Pegadaian Syariah Cabang Kota Metro,
Wawancara, pada Tanggal 3 Desember 2017

% Bapak Andi Pratomo, selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Kota Metro,
Wawancara, pada Tanggal 3 Desember 2017

" Bapak Agus Supriyanto, selaku Pembantu Administrasi Pelayanan (PAP) Cabang
Pegadaian Syariah Kota Metro, Wawancara, pada Tanggal 3 Desember 2017
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penyimpanan barang gadai, pastilah ada kemungkinan kerusakan pada barang
tersebut. kemudian tiba-tiba barang tersebut mengalami kerusakan atau hilang
tanpa disengaja, maka pegadaian harus menanggung resikonya dan siap untuk
menggantikan barang tersebut.”

Pihak Pegadaian Syariah Kota Metro dalam melakukan tanggung
jawab terhadap barang yang rusak atau hilang baik disebabkan oleh kesalahan
pihak pegadaian atau disebabkan oleh hal lain seperti perampokan,kebakaran,
atau bencana alam.

Mengenai hal ini pihak pegadaian dalam prakteknya melakukan
tanggung jawab, atas kebijakan perusahaan. Pihak Pegadaian sepenuhnya
bertanggung jawab terhadap kerugian tersebut untuk menciptakan hubungan
yang baik antara nasabah dengan pihak pegadaian, yang mana sewaktu-waktu
nasabah membutuhkan dana lagi maka nasabah tersebut bisa dapat kembali
untuk menjalinkan kerja sama dengan pihak perum pegadaian. "

Pihak Pegadaian Syariah Kota Metro sendiri menyadari resiko
terhadap barang jaminan yang diterima apabila terjadi kerusakan atau
kehilangan. Oleh karena itu untuk menyelesaikan adanya tuntutan nasabah
yang barang jaminannya rusak atau hilang, pihak pegadaian menempuh dua
cara yaitu dengan cara kekeluargaaan dan dengan aturan yang berlaku di

Pegadaian Syariah Kota Metro.

™ Bapak Andi Pratomo, selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Kota Metro,
Wawancara, pada Tanggal 3 Desember 2017

2 Bapak Andi Pratomo, selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Kota Metro,
Wawancara, pada Tanggal 3 Desember 2017
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Terhadap tuntutan ganti kerugian, Bapak Andi Pramoto selaku Kepala
Cabang Pegadaian Syariah Kota Metro menjelaskan sebagai berikut:

“Terhadap tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh nasabah, maka
pihak pegadaian akan meneliti dengan cermat setiap tuntutan yang masuk.
Ketelitian tersebut sangat diperlukan oleh kedua belah pihak yaitu nasabah
dan pihak pegadaian, agar masing-masing tidak menderita kerugian. Pada
hakikatnya pihak Pegadaian Syarirah Kota Metro bersedia untuk bertanggung
jawab, apabila kerusakan itu benar benar terjadi pada saat barang jaminan
disimpan oleh kantor pegadaian.””®

Pelaksanaan penyelesaian ganti kerugian secara damai sebenarnya
merupakan prioritas pegadaian. Karena Pegadaian Syariah Kota Metro
mengutamakan prinsip kekeluargaan serta mengingat sebagian besar nasabah
merupakan golongan ekonomi lemah. Upaya perdamaian dilakukan dengan
jalan mendatangi nasabah yang kehilangan barang jaminan, untuk melakukan
negosiasi mengenai kehilangan jaminan di gudang penyimpanan milik
Pegadaian. Mengenai hal ini, Bapak Andi Pramoto menjelaskan sebagai
berikut:

“Nasabah yang mengajukan ganti kerugian, wajib memperlihatkan
barang jaminannya serta membuktikan bahwa kerusakan atau cacat yang
terjadi adalah selama barang jaminan itu disimpan di kantor pegadaian.
Mengenai hal ini pihak pegadaian akan meneliti Surat Bukti gadai serta

kerusakan yang ada dan setelah diyakini bahwa kerusakan tersebut terjadi

® Bapak Andi Pratomo, selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Kota Metro,
Wawancara, pada Tanggal 3 Desember 2017
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karena kelalaian atau kesalahan pihak pegadaian, barulah penyelesaian
tuntutan ganti kerugian dilakukan secara kekeluargaan atau sesuai aturan yang
berlaku.”"

Selain menggunakan cara kekeluargaan dalam menyelesaikan tuntutan
ganti kerugian dari nasabah, PT Pegadaian Syariah Kota Metro masih terbuka
untuk menyelesaikan setiap tuntutan ganti kerugian menurut aturan Pegadaian
Syariah berlaku yaitu dengan membayar uang ganti kerugian secara penuh.
Mengenai hal ini, Bapak Andi Pramoto menjelaskan sebagai berikut:

“Pembayaran uang ganti kerugian secara penuh ditujukan kepada
nasabah yang barang jaminannya hilang atau nasabah yang tidak mau
menerima kembali barang jaminannya yang telah rusak. Dengan demikian
nasabah diberikan kebebasan untuk memilih dibayar penuh atau dibayar
sebagian saja, tergantung besarnya kerusakan. Apabila nasabah ingin dibayar
penuh atas barang jaminan nasabah tersebut menjadi milik pihak pegadaian.
Akan tetapi apabila dibayar kerusakannya saja, maka barang jaminan tetap
menjadi milik nasabah. Besarnya uang ganti kerugian yang diberikan terhadap
barang jaminan yang hilang atau nasabah ingin dibayar penuh adalah 125%.
Sebagai contoh: misalnya barang jaminan berupa emas seberat 1 gram ditaksir
seharga Rp. 550.000,00. karena mengalami kerusakan atau mengalami
kerusakan atau hilang, maka besarnya uang ganti kerugian yang dapat

diberikan kepada nasabah adalah 125% x Rp. 550.000,00 = Rp. 687.500,00.

* Bapak Andi Pratomo, selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Kota Metro,
Wawancara, pada Tanggal 3 Desember 2017
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Pemberian uang ganti kerugian tersebut dapat diterima oleh nasabah, apabila
nasabah telah melunasi hutangnya.”"

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat dipahami bahwa jika barang
gadai yang yang rusak atau hilang baik disebabkan oleh kesalahan pihak
pegadaian atau disebabkan oleh hal lain seperti perampokan, kebakaran, atau
bencana alam, maka pihak pegadaian Syariah Cabang Kota Metro sepenuhnya
bertanggung jawab terhadap kerugian tersebut dan untuk menciptakan
hubungan yang baik antara nasabah dengan pihak pegadaian, yang mana

sewaktu-waktu nasabah membutuhkan dana lagi maka nasabah tersebut bisa

dapat kembali untuk menjalinkan kerja sama dengan pihak Perum Pegadaian.

> Bapak Andi Pratomo, selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Kota Metro,
Wawancara, pada Tanggal 3 Desember 2017



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian dan kajian Tentang Mekanisme Pertanggung
Jawaban Pegadaian Syariah dalam menjaga barang gadai (rahn) dari
kerusakan dan kehilangan (studi di Pegadaian Syariah Kota Metro) diambil

kesimpulan bahwasanya:

Mengenai pertangngung jawaban terhadap barang gadai yang rusak
atau hilang pihak Pegadaian Syariah Cabang Kota Metro melakukan
tanggung jawab penuh terhadap barang yang rusak atau hilang baik
disebabkan oleh kesalahan pihak pegadaian atau disebabkan oleh hal lain

seperti perampokan, kebakaran, atau bencana alam.

B. Saran
Berdasarkan perenungan selama melakukan penelitian ini, ada
beberapa saran yang perlu dipertimbangkan oleh Pegadaian Syariah Cabang
Kota Metro dalam melaksanakan pertanggung jawaban terhadap barang gadai

ini bisa lebih efektif untuk kedepannya yaitu:

1. Pihak pegadaian harus lebih meningkat lagi Kinerja dalam hal

pemeliharaan atau perawatan barang gadai dan lebih tranparansi terhadap
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nasabah mengenai tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh
Pegadaian.

. Pihak pegadaian lebih menerapkan lagi prinsp-prinsip syariah dalam
melakukan transaksi gadai.

Kepada para pengguna jasa layanan Pegadaian Syariah Cabang Kota
Metro agar lebih mematuhi segala peraturan dan prosedur yang telah
ditetapkan pihak pegadaian untuk mendapatkan pinjaman bantuan yang

dibutuhkan.
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ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

MEKANISME PERTANGGUNG JAWABAN PEGADAIAN SYARIAH
DALAM MENJAGA BARANG GADAI (RAHN) DARI KERUSAKAN DAN

KEHILANGAN (Studi di Pegadaian Syariah Kota Metro)

A. Wawancara
1. Wawancara dengan Pengelola Pegadaian Syariah Kota Metro

a.
b.

Bagaimana sejarah berdirinya Pegadaian Syariah Kota Metro?
Bagaimana persyaratan umum pengajuan pembiayaan gadai di
Pegadaian Syariah Kota Metro?

Bagaimana pihak Pegadaian Syariah Kota Metro dalam memelihara
barang gadai?

Ketika nasabah melakukan pijaman, apakah pihak Pegadaian Syairah
Kota Metro melakukan pengecekan barang terlebih dahulu?

Ketika barang gadai rusak atau hilang, apakah pihak Pegadaian
Syariah Kota Metro bertanggung jawab atas barang tersebut?

2. Wawancara dengan Staf Pegadaian Syariah Kota Metro

a.

Bagaimana mekanisme pelaksanaan gadai (rahn) di Pegadaian Syariah
Kota Metro?

Apakah bagian staf pembiayan pinjaman melakukan pengecekan
barang ketika ada nasabah melakukan pegadaian?

Menurut Anda ketika barang gadai rusak atau hilang apakah pihak
Pegadaian Syariah Kota Metro bersedia bertanggung jawab!
Bagaimana bentuk penjagaan barang gadai nasabah di Pegadaian
Syariah Kota Metro?

B. Dokumentasi
1. Sejarah berdirinya Pegadaian Syariah Kota Metro
2. Visi dan Misi Pegadaian Syariah Kota Metro
3. Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Kota Metro
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